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Abstrak

Maraknya kasus perceraian yang terjadi di Batam menimbulkan sengketa hak asuh anak,
apabila kita sadari kebanyakan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Maka dari itu penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis keadilan gender dalam putusan pengadilan, dengan fokus pada
studi kasus mengenai pemberian hak asuh anak di Kota Batam. Metode penelitian yang
digunakan adaetode penelitian hukum normatif, dikarenakan karakteristik tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis putusan pemberian hak asuh anak dalam perspektif keadilan
gender. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sehingga
didapatkan data bahwa Batam menjadi kota yang memiliki kasus perceraian paling tinggi di
Kepulauan Riau. Terdapat 34 putusan yang diambil sebagai sampel penelitian dan sebanyak
79% hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya
ketimpangan gender dalam sengketa hak asuh anak disebabkan oleh perbedaan pendekatan
yang diadopsi hakim.

Kata Kunci: Keadilan, Gender, Hak Asuh Anak

Abstract

The increasing number of divorce cases in Batam has caused child custody disputes, if we realize that
most child custody falls into the hands of mothers. Therefore, this study aims to analyze gender justice
in court decisions, focusing on case studies regarding the granting of child custody in Batam City. The
research method used is the normative legal research method, because the characteristics of the purpose
of this study are to analyze decisions on granting child custody from a gender justice perspective. The
data used are secondary data in the form of legal materials, so that data is obtained that Batam is the city
with the highest divorce cases in the Riau Islands. There are 34 decisions taken as research samples and
as many as 79% of child custody falls into the hands of mothers. The results of the study indicate that
gender inequality in child custody disputes is caused by differences in the approaches adopted by judges.
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Pendahuluan

Ketika terjadi perceraian di Indonesia, hak asuh anak biasanya
diberikan kepada ibu. Hal ini sering ditemukan dalam praktik hukum, di
mana sejumlah putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan
memberikan hak asuh kepada ibu dibandingkan kepada ayah (Emery, 2012).
Hal yang penting ini terjadi karena ‘ilmu hukum’ mempunyai sebuah khas
sebagau suatu ilmu (Disemadi, 2022). Mengapa demikian? Apakah sang ayah
dari anak tersebut tidak dapat mengasuh anak sebaik ibunya ataukah tugas
merawat dan mengasuh anak hanya dibebankan kepada perempuan selaku
ibu dari anak tersebut? Maka dari itu dalam penelitian ini akan dianalisa
apakah kiranya alasan dari banyaknya hak asuh anak yang jatuh ke tangan
Perempuan atau ibu dari sang anak. Berikut disajikan data yang
menggambarkan perbandingan tingginya angka perceraian di Kota Batam
dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1. Angka Perceraian di Provinsi Kepulauan Riau

Kota
Tahun/ ) ) Kepulauan | Kota ]
Karimun | Natuna | Lingga Tanjung
Kota Anambas | Batam .
Pinang
2018 444 157 192 73 1.641 748
2019 498 190 153 71 1.769 816
2020 446 219 168 6 1.200 684
2021 556 208 176 101 1.741 777
2022 290 606 402 311 459 379
2023 506 197 152 90 1.698 658
Jumlah 2.740 1.577 1.243 652 8.508 4.068

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Hak ini bukan hanya tentang siapa yang akan merawat anak secara fisik, tetapi
juga mencakup hak dan tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan
memenuhi kebutuhan anak secara emosional dan finansial. Keputusan ini
sering didasarkan pada anggapan tradisional bahwa ibu lebih mampu
menyediakan perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Berkaca
pada kasus hak asuh anak, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.]JB yang terjadi
pada artis Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarany pada tahun 2013, hakim
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memberikan hak asuh atas anak mereka yakni Azka Corbuzier kepada Deddy
Corbuzier karena dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan materi
yang diperlukan oleh Azka. Selain itu, fakta bahwa ayah dan anak memiliki
hubungan yang sangat erat juga menjadi salah satu bahan pertimbangan
hakim dalam memberikan putusan. Hal ini mencerminkan bahwa figur
ayahpun dapat menjadi pengasuh utama yang efektif, tergantung dari masing-
masing pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa situasi,
pandangan pengadilan memberikan putusan yang lebih adil dan memutuskan
berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan asumsi gender
tradisional.

Walaupun banyak penelitian telah dilakukan mengenai bias gender
dalam hak asuh anak, seperti yang diungkapkan oleh (Ramadhita, 2022) dan
(Mumtaza, 2022) yang menyoroti asumsi tradisional tentang ibu sebagai
pengasuh utama dalam keputusan pengadilan di Indonesia, masih ada
beberapa area penting yang belum diteliti secara mendalam. Sebagai contoh,
Syifa Mumtaza (2022) menekankan bahwa banyak hakim cenderung
memberikan hak asuh kepada ibu tanpa memperhitungkan kemampuan ayah
dalam mendidik anak, namun belum ada banyak penelitian yang membahas
cara mengatasi bias ini melalui pendekatan kebijakan hukum yang lebih
mendukung. (Praja, 2024) menemukan bahwa di beberapa negara,
ketidakadilan gender dalam keputusan hak asuh masih menjadi permasalahan
penting, terutama karena keyakinan bahwa ibu lebih dekat secara emosional
dengan anak-anak. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara das sollen dan das
sein yang dapat terlihat pada perbedaan antara prinsip keadilan gender yang
seharusnya diterapkan dalam hukum dan kenyataan praktiknya di lapangan,
terutama dalam putusan hak asuh anak. Secara normatif, das sollen menuntut
agar keadilan substantif diterapkan, di mana baik ayah maupun ibu dinilai
setara dalam menentukan hak asuh. Namun, kenyataan di lapangan (das sein)
menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih sering memberikan hak asuh
kepada ibu Dberdasarkan stereotip gender tradisional, tanpa
mempertimbangkan peran aktif atau kemampuan ayah. Meski demikian,
penelitian ini hanya membahas konteks global dan belum membahas secara
spesifik bagaimana konteks hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan
konsep pengasuhan bersama yang lebih adil. Penelitian oleh Asmu’i Syarkowi
(2024) memberikan informasi tentang bagaimana beberapa negara mulai
mengubah perspektif ini melalui pembaruan hukum yang lebih mendukung
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pengasuhan bersama, tetapi belum ada penelitian menyeluruh tentang
bagaimana perubahan serupa dapat diterapkan dalam konteks hukum
Indonesia. (Syarkowi, 2024) Penelitian ini juga mencatat adanya perbedaan
antara implementasi hukum yang adil dan praktik sosial yang masih
dipengaruhi oleh stereotip gender. Penelitian oleh (Syahrain, 2017) dan
(Mansari et al., 2018) lebih fokus pada aspek teoretis keadilan dalam sistem
peradilan, namun masih belum memasukkan unsur empiris dari kasus hak
asuh anak untuk menunjukkan implementasi konsep keadilan gender dalam
keputusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah peran hakim dalam
menangani kasus hak asuh anak, mengevaluasi keadilan gender dalam
keputusan mereka, dan memberikan saran untuk meningkatkan keadilan
hukum bagi kedua orang tua. Sebagai contoh, Putusan Nomor
191/Pdt.G/2020/PA.JB. mengenai kasus perceraian yang terjadi antara artis
Celine Evangelista dan Stefan William pada tahun 2020 juga menimbulkan
terjadinya perebutan hak asuh atas anak mereka yaitu Lucia. Dalam kasus ini,
lagi-lagi hak asuh atas anak diberikan kepada Celine Evangelista selaku ibu
kandung dari Lucia. Hal ini menimbulkan ketimpangan dimana Stefan
William dianggap lebih mampu untuk mengurus Lucia, karena dari segi
finansial Stefan William jelas lebih stabil apabila dibandingkan dengan Celine
Evangelista. Hal ini dapat dibuktikan dari meningkatnya persentase terhadap
tawaran pekerjaan yang meningkat pada Stefan William setelah berita
perceraiannya mencuat ke publik.

Keadilan gender dalam hak asuh anak harus mempertimbangkan
kemampuan dan kesiapan kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik,
emosional, dan psikologis anak. Penetapan hak asuh yang hanya didasarkan
pada stereotip gender dapat mengabaikan kemampuan dan peran ayah dalam
pengasuhan anak. Stereotip yang mengatakan bahwa perempuan lebih pantas
atau lebih mampu mengasuh anak dibandingkan laki-laki merupakan bentuk
ketidakadilan gender yang dapat berdampak pada kesejahteraan anak.
(Watkins et al., 2016) Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang
bagaimana pengadilan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam kasus hak
asuh anak dan apakah keputusan-keputusan ini benar-benar mencerminkan
keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat kecenderungan di berbagai
negara, termasuk Indonesia, untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu
pasca perceraian, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. pengadilan
sering kali berpihak kepada ibu dalam kasus hak asuh anak dengan alasan
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bahwa ibu lebih emosional dekat dengan anak. Namun menurut (Fabricius et
al., 2010), perspektif ini sering kali tidak memperhitungkan peran ayah dalam
pengasuhan, terutama dalam konteks modern di mana banyak ayah yang juga
berperan aktif dalam merawat dan mendidik anak mereka. Dengan demikian,
penting untuk mengevaluasi kembali apakah keputusan-keputusan ini adil
dan sesuai dengan kondisi nyata dari masing-masing keluarga. Kasus yang
dapat dijadikan referensi selanjutnya diambil dari Putusan Nomor
156/Pdt.G/2013/PA.JB yang merupakan salah satu kasus yang tidak kalah
terkenal, yaitu kasus perceraian antara artis Anang Hermansyah dan
Krisdayanti yang memperebutkan hak asuh atas Aurel Hermansyah dan
Azriel Hermansyah. Pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk
memberikan hak asuh atas kedua anak mereka kepada Krisdayanti selaku ibu
kandung dari keduanya, meskipun Anang dipandang lebih stabil secara
finansial dan lebih aktif dalam mengasuh kedua anaknya. Keputusan ini
menunjukkan bagaimana stereotip gender yang mengatakan bahwa ibu lebih
mampu mengasuh anak masih mendominasi pemikiran pengadilan,
meskipun Anang juga sangat aktif terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya.
Penelitian ini menganalisis dua putusan pengadilan di Batam dengan
pendekatan berbeda untuk mengungkap penerapan keadilan gender dalam
penetapan hak asuh anak. Dengan mengadopsi teori keadilan dari Jeremy
Bentham dan John Stuart Mill, penelitian ini mengevaluasi manfaat maksimal
bagi semua pihak dalam keputusan hak asuh untuk memahami penerapan
keadilan substantif secara lebih mendalam. Putusan Pengadilan Nomor
142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm dipilih karena
keduanya mencerminkan pandangan hukum yang berbeda mengenai hak
asuh anak. Melalui analisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam
kedua putusan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah ada
kecenderungan gender dalam keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak
dan bagaimana hal ini mempengaruhi keadilan substantif bagi semua pihak.
Dengan menggunakan teori dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yaitu
teori keadilan akan membantu penelitian ini dalam menganalisa dan mengkaji
pertimbangan hukum dan perundang-undangan untuk memahami dan
menafsirkan hukum karena teori ini tidak hanya menyoroti pentingnya
kesejahteraan anak, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kontribusi
masing- masing orang tua, yang pada akhirnya dapat mendukung
pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan setara. (Fios, 2012)
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Di sisi lain, peran pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak tidak
hanya terbatas pada penerapan hukum yang ada, tetapi juga harus
mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya yang mempengaruhi
konsep keadilan dan peran gender. Dalam beberapa dekade terakhir, ada
pergeseran dalam pandangan masyarakat mengenai peran ayah dan ibu
dalam pengasuhan anak. Banyak ayah yang kini berperan aktif dalam
kehidupan sehari-hari anak-anak mereka dan berkomitmen untuk
memberikan perawatan yang sama atau bahkan lebih baik dari pada ibu. Oleh
karena itu menurut Lamb (2014), sangat penting bagi pengadilan untuk
mengadaptasi pendekatan mereka dalam menetapkan hak asuh anak agar
lebih sesuai dengan kenyataan sosial dan dinamika keluarga modern.(Lamb,
2014) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya memperkuat keadilan
gender dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi hakim dan pembuat
kebijakan hukum untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek keadilan
gender dalam setiap putusan terkait hak asuh anak.

Permasalahan

1. Analisis Putusan dalam Sengketa Pemberian Hak Asuh Anak di Kota
Batam: Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Putusan Nomor
314/Pdt.G/2021/PN Btm

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor
142 /Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang, yang memfokuskan pada analisis teks-teks
undang-undang dan peraturan perundang-undangan (Tan, 2021). Penelitian
hukum normatif dipercaya oleh (Elias, 2009) adalah suatu metode penelitian
hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut
(Duxbury, 2009) metode penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan
menafsirkan hukum dengan mendalam, serta untuk menilai pertimbangan
hakim dalam kasus. Sehingga menjadikan metode ini relevan untuk
digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang
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digunakan adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan-peraturan dan
putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan topik penelitian (Disemadi,
2022). Pemilihan putusan-putusan ini bertujuan untuk memberikan
representasi yang cukup luas mengenai berbagai pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus hak asuh anak di Batam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi
literatur. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen konkret yang berkaitan
dengan topik penelitian dan mempelajari literatur yang relevan untuk
mengembangkan teori-teori yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif
menyajikan data secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi atau
perlakuan tambahan (Muhonen et al., 2022). Dengan menggunakan metode
ini, peneliti yakin dapat membantu mendeskripsikan hasil penelitian secara
terperinci berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian, hasil analisis
dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan ditinjau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif.

Pembahasan
Analisis Putusan dalam Sengketa Pemberian Hak Asuh Anak di Kota
Batam: Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Btm dan Putusan Nomor
314/Pdt.G/2021/PN.Btm

Berdasarkan putusan yang telah dikumpulkan mengenai hak asuh anak
di Kota Batam, berikut terlebih dahulu ditampilkan data real mengenai hasil
putusan-putusan yang digunakan di dalam melakukan penelitian ini. Peneliti
menggunakan sebanyak 34 (tiga puluh empat) putusan sebagai sample yang
akan dikaji untuk penelitian ini, dan perlu diketahui juga bahwa putusan-
putusan yang digunakan merupakan putusan valid yang diputus oleh
pengadilan Batam dari tahun 2012 hingga tahun 2021.

Tabel 2. Putusan Tahun 2012-2021 di Kota Batam

No Putusan Verstek Dibawah Hak Asuh
Umur
1 6/PDT.G/2015/PN.BTM Ya Tidak Ibu
2 179/Pdt.G/2015/PN.BTM Tidak Ya Ibu
3 156/Pdt.G/2015/PN.BTM Ya Ya Ibu
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4 2/Pdt.G/2016/PN.BTM Tidak Ya Ibu
5 223 /Pdt.G/2016/PN. Btm Ya Ya Ibu
6 159/Pdt.G/2016/PN.Btm Tidak Tidak Ibu
7 252/PDT.G/2016/PN.BTM Tidak Ya Ibu
8 68/Pdt.G/20117/PN.Btm Tidak Ya Ibu
9 144/Pdt.G/2014/PN. BTM Tidak Ya Ibu
10 7/PDT.G/2013/PN.BTM Tidak Tidak Ibu
11 61/PDT.G/2012/PN.BTM Tidak Ya Ibu
12 12/PDT.G/2013/PN.BTM Ya Tidak Ibu
13 11/PDT.G/2013/PN.BTM Ya Tidak Ayah
14 94/Pdt.G/2013/PN.BTM Ya Tidak Ibu
15 184/Pdt.G/2013/PN.BTM Ya Tidak Ibu
16 188/Pdt.G/2013/PN.BTM Ya Tidak Ibu
17 187/Pdt.G/2013/PN.BTM Ya Tidak Ayah
18 243 /Pdt.G/2014/PN.BTM Ya Tidak Ibu
19 142/Pdt.G/2019/PN.BTM Tidak Ya Ibu
20 314/Pdt.G/2021/ PN.BTM Tidak Ya Ayah
21 14/Pdt.G/2013/PN.BTM Ya Ya Ayah dan Ibu
22 79/PDT.G/2013/PN.BTM Tidak Ya Ayah dan Ibu
23 129/Pdt.Plw/2013/PN.BTM Tidak Ya Ibu
24 136/Pdt.G/2014/PN.BTM Tidak Ya Ibu
25 38/Pdt.G/2014/PN.BTM Ya Ya Ibu
26 233 /Pdt.G/2013/PN.Btm Tidak Tidak Ayah dan Ibu
27 137/Pdt.G/2014/PN.BTM Ya Ya Ibu
28 190/PDT.G/2013/PN.BTM Tidak Ya Ibu
29 112/PDT.G/2015/PN Btm Tidak Ya Ayah dan Ibu
30 209/Pdt.G/2017 /PN Btm Tidak Ya Ibu
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31 175/Pdt.G/2017 /PN Btm Ya Ya Ibu
32 164/Pdt.G/2017 /PN Btm Tidak Ya Ibu
33 376/Pdt.G/2020/PN Btm Ya Ya Ibu
34 84/Pdt.G/2021/PN Btm Tidak Ya Ibu

Berdasarkan data di atas, ditemukan ketimpangan gender dalam
putusan pengadilan mengenai kasus hak asuh anak kerap terjadi. Mengapa
demikian? Dalam memberikan penilaian mengenai keberhasilan suatu
putusan pengadilan dalam memberikan keadilan, terdapat beberapa aspek
penting yang harus diperhatikan, terutama dalam hal keadilan gender

Diagram 1. Persentase Hak Asuh

= Hak Asuh Ayah
= Hak Asuh Ibu
= Hak Asuh Ayah dan Ibu

Pada salah satu putusan, yaitu Putusan Nomor
142/Pdt.G/2019/PN.Btm, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak secara cermat. Hakim juga memberikan
perhatian terhadap argumentasi hukum yang disampaikan oleh para
pengacara dan fakta-fakta yang didukung oleh bukti, sesuai dengan prinsip
keadilan substantif seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham dan John
Stuart Mill. (Fios, 2012) Dalam putusan ini, dapat kita rasakan bahwa hakim
berupaya untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis hukum, tetapi
juga menyadari pentingnya konteks emosional dan sosial dalam keputusan
yang diambil. Sementara itu, pada Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm,
terdapat peningkatan dalam hal ketelitian analisis hukum yang patut kita
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apresiasi. Hakim lebih fleksibel dalam mempertimbangkan keadilan substantif
dengan memperhatikan faktor-faktor yang lebih luas di luar sekadar bukti
tisik, seperti yang dipaparkan oleh Haryono (2019) tentang keadilan substantif
dalam sistem peradilan. Ini menunjukkan bahwa hakim berusaha mengadopsi
pendekatan yang lebih progresif dalam menilai hak asuh anak, dan tidak lupa
untuk memperhatikan kebutuhan emosional anak dan peran kedua orang
tua.(Haryono, 2019) Dari perspektif gender, analisis ini menunjukkan adanya
kecenderungan tradisional di pengadilan Indonesia untuk memberikan hak
asuh anak kepada ibu, terutama pada anak-anak yang masih kecil. Hal ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dzatiddini, 2020), yang
menyoroti bagaimana pengadilan sering kali berpihak kepada ibu tanpa
mempertimbangkan peran ayah dalam pengasuhan. Namun, dalam kedua
putusan ini, hakim telah berusaha mengakomodasi kepentingan kedua belah
pihak secara adil, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Ini
mengindikasikan bahwa meskipun masih ada bias tradisional, terdapat pula
upaya dari pihak pengadilan yang berusaha untuk mencapai keseimbangan
yang lebih baik.

Selain itu, (Zulfiyan, 2020) menekankan bahwa dalam kasus hak asuh,
keadilan gender sering diabaikan karena pengadilan cenderung lebih fokus
pada peran emosional ibu dalam pengasuhan anak. Penelitian ini juga
memberikan dasar analisis yang kuat mengenai bagaimana pengadilan dapat
mengatasi stereotip gender dalam hak asuh. Pentingnya bukti dan fakta dalam
menetapkan hak asuh, yang menjadi salah satu elemen utama dalam kedua
putusan tersebut (Khair et al., 2020). Hal ini menggarisbawahi bahwa
keputusan pengadilan harus berbasis pada bukti yang objektif dan bukan
semata-mata pada asumsi atau stereotip. Putusan yang adil tidak hanya dapat
didasarkan pada bukti-bukti formal yang dihadirkan di pengadilan. Putusan
yang efektif perlu memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak,
termasuk bagaimana hubungan emosional antara anak dan kedua orang tua
dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka (Sugeng & Sujayadi, 2020) Dalam
konteks ini, Putusan 314/Pdt.G/2021/PN.Btm menunjukkan langkah maju
dalam mempertimbangkan lebih luas aspek-aspek tersebut, di mana hakim
lebih memperhatikan dampak sosial dan emosional dari keputusan yang
diambil. Pendekatan ini lebih mendalam dibandingkan dengan Putusan
142/Pdt.G/2019/PN.Btm, yang lebih ketat mengikuti norma hukum yang ada
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tanpa banyak fleksibilitas dalam interpretasinya. Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia memberikan panduan tentang dasar hukum yang digunakan oleh
pengadilan agama dalam menangani kasus hak asuh (Junaidi, 2021).
Pentingnya keadilan substantif dalam hukum Islam yang diterapkan di
pengadilan agama perlu ditekankan, seperti di Batam. Ini menunjukkan
bahwa penerapan hukum yang adil dan signifikan dalam konteks Islam juga
menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kerangka teori keadilan (Faiz, 2017), keputusan hakim dalam
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm dapat dilihat sebagai upaya untuk
mencapai fair equality of opportunity, di mana hakim berusaha memberikan
kesempatan yang setara bagi ayah dan ibu dalam hal pengasuhan. Menurut
pandangan Rawls, keadilan substantif memerlukan adanya distribusi
kesempatan yang merata bagi kedua pihak, dan hal ini tampaknya merupakan
salah satu kemajuan baru yang mulai diterapkan oleh hakim dalam memutus
perkara terkait. (Faiz, 2017) Rawls juga menekankan bahwa dalam mencapai
keadilan substantif, hakim harus memperhatikan tidak hanya kepastian
hukum tetapi juga efek keputusan hukum terhadap kehidupan individu. Hal
ini relevan dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm, di mana hakim
mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan pada kehidupan
anak dan kedua orang tua. Ada pula Teori Keadilan Substantif yang juga
relevan dalam penelitian ini, Bentham menekankan bahwa keadilan harus
didasarkan pada utilitas terbesar bagi banyak pihak (Pratiwi et al., 2022):
Dalam konteks ini, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN.Btm bisa dikatakan
mencoba mencapai kesejahteraan maksimum bagi semua pihak dengan
mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan
pengadilan. Berbeda dengan pendekatan dalam Putusan Nomor
142/Pdt.G/2019/PN.Btm, di mana kepastian hukum dan formalitas menjadi
target yang dituju untuk dicapai, pendekatan dalam Putusan Nomor
314/Pdt.G/2021/PN Btm lebih berfokus pada hasil yang memberikan manfaat
sosial dan kesejahteraan keluarga secara umum. Kesimpulannya, kedua
putusan pengadilan ini, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, telah
mencoba memenuhi prinsip keadilan substantif. Analisis terhadap keadilan
gender dalam kedua putusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada bias
tradisional, namun tetap ada upaya lebih lanjut untuk bisa lebih adil dalam
mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan kedua orang tua. Ini
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sejalan dengan temuan (Mustaring, 2023) dan (Yahya et al., 2024) yang
menekankan perlunya pengadilan untuk tidak hanya berfokus pada peran ibu,
tetapi juga peran ayah dalam pengasuhan anak. Dengan kata lain, untuk
mencapai keadilan yang lebih baik, sistem peradilan harus berkomitmen
untuk mengatasi stereotip gender dan mengedepankan pendekatan yang lebih
terbuka dan seimbang.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor
142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm

Dalam putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm, hakim lebih
cenderung untuk mengedepankan pertimbangan yang bersifat normatif dan
mendetail. Dalam hal ini, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta-
fakta yang terbukti dalam persidangan serta mengikuti prosedur hukum yang
ketat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Desminar, 2021) yang menekankan
pentingnya pemenuhan prosedur hukum sebagai bagian dari prinsip keadilan.
Hakim mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada,
termasuk undang-undang dan keputusan pengadilan sebelumnya yang
relevan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip konsistensi dalam penerapan
hukum, sebagai salah satu dasar untuk menjaga integritas sistem peradilan.
Dengan demikian, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang
diambil tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip
hukum yang ketat (Ummah, 2019), dalam konteks pentingnya penerapan
hukum yang bersifat formalistik. Namun di sisi lain, putusan Nomor
314/Pdt.G/2021/PN Btm menunjukkan adanya pergeseran dalam
pendekatan hakim terhadap pertimbangan hukum. Dalam putusan ini, hakim
lebih  memperhatikan aspek keadilan substansial yang lebih luas,
mencerminkan perhatian yang lebih dalam terhadap implikasi sosial dan
ekonomi dari keputusan hukum yang diambil. Keadilan substansial
mencakup dampak keputusan terhadap kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan (Sumadi, 2016). Hakim tidak hanya terfokus pada fakta-fakta
yang terbukti dalam persidangan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial
dari keputusan yang akan diambil. Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa
sangat penting untuk mengkaji konteks sosial dalam penerapan hukum agar
tidak ada celah yang terlewati (Wafi, 2019).

Hakim dalam putusan ini cenderung lebih terbuka terhadap
interpretasi hukum yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan nilai-
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nilai keadilan yang lebih luas dalam masyarakat (Yunanto, 2019) Pendekatan
ini memungkinkan hakim untuk menggunakan disgresi yang lebih luas dalam
menganalisis implikasi dari setiap keputusan hukum yang diambil. Dengan
demikian, hakim berusaha mencapai keseimbangan antara kepastian hukum
dan keadilan substansial, yang menekankan perlunya mempertimbangkan
dinamika sosial dan masyarakat yang berubah (Sunarto, 2016). Perbandingan
antara kedua putusan ini menunjukkan adanya evolusi yang terjadi dalam
pendekatan pengadilan terhadap hukum dan keadilan. Putusan Nomor
142/Pdt.G/2019/PN Btm lebih cenderung untuk mengikuti pendekatan
tradisional yang lebih formalistik dan kaku, sementara itu, berbanding terbalik
dengan putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm yang telah menunjukkan
pergeseran menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Hal
ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi sistem peradilan dalam
menanggapi perubahan sosial dalam analisis mereka tentang perubahan
dalam pendekatan hukum di Indonesia (Mustaring, 2023). Perbandingan
antara kedua putusan ini juga menunjukkan evolusi dalam paradigma
pemikiran hukum di Indonesia. Pergeseran dari pendekatan yang formalistik
ke pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual adalah langkah penting
dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak
asuh anak seperti yang sudah disinggung sebelumnya (Bukhori, 2018).
Pendekatan yang lebih terbuka ini memberikan peluang bagi hakim untuk
menggunakan disgresi secara lebih bijak, dengan tujuan mencapai hasil yang
lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, perspektif gender juga
memainkan peranan penting dalam analisis ini. Pengadilan sering kali
terpengaruh oleh stereotip gender yang mendalam, yang tentunya hal ini
sangat mungkin untuk berdampak pada keputusan hak asuh anak (Podungge
& Khosyi’ah, 2022). Dalam putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN Btm, terlihat
upaya hakim untuk mengatasi bias ini dengan mempertimbangkan peran dan
kontribusi kedua orang tua dalam pengasuhan anak, bukan hanya berfokus
pada ibu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan perlunya
pendekatan yang lebih menyeluruh dan adil dalam memutuskan kasus hak
asuh (Turisno et al., 2021).

Selain pertimbangan hukum, hakim juga harus memperhitungkan
kondisi nyata dari kedua orang tua dan bagaimana faktor-faktor tersebut
dapat mempengaruhi kesejahteraan anak (Faud, 2022). Dalam kasus ini, hakim
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berusaha untuk menciptakan keputusan yang seimbang dengan
mempertimbangkan baik aspek hukum maupun kondisi praktis dari masing-
masing orang tua. Meskipun keputusan hakim bertujuan untuk
menyeimbangkan berbagai faktor, masih ada potensi ketidakseimbangan
dalam tahapan faktor-faktor ini dipertimbangkan. Sigit Swandi Tami (2021)
juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, hakim mungkin lebih fokus pada
pendekatan normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan, sementara dalam kasus lain, pendekatan praktis yang
mempertimbangkan kondisi konkret dari pihak-pihak yang terlibat dapat
lebih dominan (Tami, 2021). Hakim tampak sudah berusaha untuk
menyeimbangkan kedua pendekatan ini dalam keputusan mereka. Selain itu,
penting bagi hakim untuk secara jelas mendokumentasikan alasan di balik
keputusan mereka dan bagaimana berbagai pendekatan dipertimbangkan.
Proses pengambilan keputusan dalam kasus hak asuh anak dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan hukum dan sosial. Hakim harus
berupaya untuk menyeimbangkan berbagai faktor ini dan membuat
keputusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Muhonen et al.,
2022). Hakim harus berusaha untuk membuat keputusan yang seimbang
dengan mempertimbangkan baik faktor hukum maupun sosial yang relevan.

Hakim dalam putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Btm lebih
menekankan pada konsistensi dalam penerapan hukum yang sudah efektif,
sedangkan hakim dalam putusan Nomor 314 /Pdt.G/2021/PN.Btm cenderung
memperhatikan implikasi sosial dari setiap keputusan yang diambil.
Pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks sosial dapat meningkatkan
kualitas keputusan hukum (Haryono, 2019)- Dengan memperhatikan prinsip-
prinsip ini, sistem peradilan dapat berusaha menciptakan lingkungan yang
adil dan setara bagi kedua orang tua setelah perceraian dan, yang juga tidak
kalah penting, yakni memberikan prioritas kepada kepentingan terbaik bagi
anak-anak yang telah menjadi korban dari perceraian. Penting untuk
mempertahankan hubungan yang sehat antara anak dengan kedua orang
tuanya meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Hakim sering
kali merancang putusan yang memungkinkan kedua orang tua untuk tetap
terlibat dalam kehidupan anak, misalnya melalui pengaturan kunjungan yang
fleksibel atau hak untuk membuat keputusan bersama mengenai pendidikan
dan kesehatan anak. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan semua
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faktor yang relevan secara objektif dan memastikan bahwa keputusan yang
diambil mencapai hasil yang paling adil bagi semua pihak yang terlibat,
terutama bagi anak yang menjadi fokus utama dalam putusan tersebut.
Dengan demikian, analisis terhadap kedua putusan ini tidak hanya
memberikan gambaran tentang perkembangan hukum di Indonesia, tetapi
juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif
dalam pertimbangan hakim. Pengakuan terhadap dinamika sosial dan
kebutuhan individual dari para pihak, terutama anak, menjadi semakin
penting dalam penegakan keadilan di ranah hukum keluarga. Keduanya
menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, sistem
peradilan Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Hal yang dapat disimpulkan dari putusan-
putusan yang diteliti yaitu, perbandingan pertimbangan hakim dalam
putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Btm dan Nomor 314/Pdt.G/2021/PN
Btm berhasil menunjukkan kemajuan dalam hal adanya evolusi mengenai cara
pandang pengadilan terhadap hukum dan keadilan. Meskipun kedua putusan
yang diteliti sama-sama bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua
pihak yang terlibat, namun pada akhirnya tetap memiliki perbedaan dalam
pendekatan interpretasi hukum dan pertimbangan hakim telah menunjukkan
adanya transformasi dalam cara pandang hukum terhadap realitas sosial yang

berubah.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim dalam sengketa hak
asuh anak Nomor 142/Pdt.G/2019/PN BTM dan Nomor 314 /Pdt.G/2021/PN
BTM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepentingan terbaik anak,
hubungan orang tua dengan anak, kondisi psikologis anak, kemampuan
ekonomi dan lingkungan hidup orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial.
Dianalisa juga bahwa hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara
adil untuk menentukan hak asuh anak yang paling tepat, dengan
memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa hak asuh anak harus
memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan mempertimbangkan secara
komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak. Oleh
karena itu, perlu dilakukan perbaikan proses penyelesaian sengketa hak asuh
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anak dengan memperkuat peran mediator, meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya kepentingan terbaik anak, dan memperbarui
regulasi yang berkaitan dengan hak-hak anak. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa hak asuh anak dan
melindungi hak-hak anak secara optimal.
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